
1. Undar.g-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemb9ntukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ojawa 
Baral (Berita Negara Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Norn or 33 T ahun 2004 tenla'lQ Perimbar,gan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

• (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438), 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 
dan Retrlbusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tanun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republa( 
Indonesia Nomor 5049); 

4 Undang-Undang Nomor 12 Tatiun 2011 tentang Pembenttw.an 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repuolik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undarig N'l<llor 23 Tahon 2014 tentang Pemerintailan 
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah<.n 2014 
Nomor244J; 

a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Peraturan 
Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Oaerah Sebagaimana telah drJbah dengan Pera~.J:'an Oaerah 
Kabupaten Bekasi No:nor 7 Tahun 2012 Sagian kehma paragrat 
I ketentuan pasal 18 s.d pasal 22 , maka perlU adanya petU(!U~ 
pelaksanaan sebaga, Pedoman Pelaksanaan Pajak Reldame. 

b bahwa atas dasar pertimbatlgan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di alas, pedoman pemungutan pajak reklame, perlu 
ditetapl<ar. dengan Peraturan Bupati. 

BUPATI BEKASI, 

PEOOMAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 59 TAl!W 2015 

TENTA:-IG 

- 

Mengingat 

Monlmbang 



- "'er-..:.r..r Pememtan Nomor SS Tahu.'l :ZOOS terc,ang 
P:ngedaar Keuangan Daerah (Lembafan Negara Re;,<Jbhk 
ln<lonesra Tatum 2005 Norn er 1 ~o. Tam bah an Lembaran 
Negara Repubbk lndcnassa Nornor 4578); 

7 Perat..,ran Peme<inlah Nomor 38 Tahun 2007 te.¥.ar,g 
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemenntah. 
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemelintahan Oae,ah 
KabupatenlKota (Lernbaran Negara Rep,.,blil< Indonesia Tahun 
2007 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Re!)Ublik 
Indonesia Nornor 4737 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Oae,ah yang Oipungut Serdasa!i<an Penetapan Kepala 
Cae,ah · atau O,bayar Sendlri oleh Wajib PaJal< (Le:nbari::n 
Negara Repub11k lndooesia Tahur. 2010 Nomor 153); 

9. Peraturan Oaerah Kabupaien Sekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentar,g Urusan Pe,ne<intahan Kabupa!en Bekasi (Lem.bar-an 
Daerah Kabupaten Sekasi Tahun 2008 Nomor6); 

10. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor i Tarn.n 2010 
tentang Ketenruan Umum Perpajakan Dae<ah (Lembaran 
Daeran Kabupaten Bekasi Tat:un 2010 Nornor 7). 

11. Peraruran Daerah Kabupa!en Be!<asi Nomor ~ T&hun 2012 
tenlang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bokasi 
Tahun 2012 Nomor 4): 

12. Peraturan Daerah Kabupaten 89kasi Nomor 1 Tahun 2011 
tantang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Nomor 7 Tahun 2012 
tentano Perubahan Atas Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahu!'! 2011 
tentang Pa1ak Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bel<asi 
Tahun 2012 Nomor 7); 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
!entang Orqarnsasi Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi T ahun 2014 Nomor 8); 

14. Peraturan Bupati Bekasl Nomor 45 Tahun 2011 tentang 
' Petunjuk T eknis Perpajakar. Oaerah Kabupate.~ oekasi (Serita 

Dae, ah Kabupaten Bekasi T ahun 2011 Nomor 45); 

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 ten:ang Tata 
Cara lzin Penyelenggaraan Rel<Jame di Kabupalen Bekasi 
(Senta Oaerah Kabupaten Bskasi Tahun 2013 Nomor 15). 

16. Peraturan Supati Bekasi Nomor 65 Tahun 2014 tan!ang 
Organisasi dan Tatalaksana Kerja Oinas Pendapatan Oae<ah 
( Berna Oaerah Kabupaten Bekasi Tahon 2014 Nomor 65 ); 

17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Mlai 
Sewa Reklarne (Serita Oaerah Kabupalen Sekasi Tahl:n 2015 
Nornor 9): 

- 



Reklame. 

1 O. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang meourut bentUk 
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, diperg•.mai(an lll\UI\ 
menunjukkan ternpat, mernperkenalkan, menganjulkan atau mernujikan """1tu 
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan 
atau didengar dari suatu ternpat olell umum, kecuali yang a,laktJkar, oteh 
pemerintah. 

11. Nilai Sowa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran rula, yang 
dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. 

12. Nilai Jual Objek Paja, Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adaJah 
kesetur~han braya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelensgara 

Dalam Peraturan im yang dimaksud dengan : 
1 Oaerah adalah Kabuoate., BekasL 
2 Pemenntah Oaerah adalah Bupati dan petangkat daerah sebag.,· unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3 Bupati adalah Bupati Bekasi 
4 Organisasi Perangkat Daerah (OPO) adalah Dinas yang metaksenakan T~ 

Pokok dan Fungsi Pamungutan Pajak Daerah. 

5. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan telbatas, 
perseroan komond~er, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah 
dengan nama dan dalam benluk apapun, petsekutuan. perkumpulan, firma. 
kongsi, koperasi, yayasan a!au organisasi yang sejenis. lel1'1ba9a, dana per,s...,, 
bentuk usaha letap sorta bentuk badan usaha lairmya 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah peiabat di lmgkungan Pernerintah Oaerah yang 
berwenang daiam Bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dan 
Bupati 

7. Pajak Reklame yang selanjutr:ya disebut Pajak adalah kontribus, waj!b yang 
dilakukan oleh orang/pnbadi atau badan penyelenggara reklame kepada daaraf> 
dengan hdak rnendapatkan imbalan secara langs<.ng yang daoa; d,pal<sakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlak• • dan d',gunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerinta!i Oaerah dan Pembangunan Oaerah 

8 Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. 

9. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi ata ... Sadan yang menggunakan 
• 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN Bi.!PATl BEKASI TENTANG PEOOMAN 
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

Menetap!(an : 

IAEMUTUSKAN: 



ret~'lT'e ~ ocayalharga bell Dahan rek!ame konstn.lk$,, mstalasi kstrik. 
ongkos oeraJ.utan. pemancaran, peraga-an, p-anayang.a.n. pengee8tan. 

pemas""9ar cram;,ortas• pengangl\tJtan dan lain sebagainya, sampai dengan 
bangunan rel<Jame rampung d:pancarkan. dipe,agakan. ditayangkan dan atau 
terpasang di tempat yang telah diijinkan. 

'3 N~a, Stra1egis Pemasarigan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah 
ukuran nilai yang ditetapkan pacla rnik pemasangan reklame. yang dftentukan 
oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame. 

14 Lokasi reklame adatah suatu tempat pemasangan reklame yang pemttungannya 
bsrdasarkan knteria pemanfaata.n tata ruang yang meliputi kawa:san khu$us, 
central business d1stric/pusat kota, business distric/tempat-tempat perdagangan, 
kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona indusbi dan 

kawasan tarbuka. 

15 Kelas jalan adalah klasiiikasi jalan meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi, 

jalan kabupaten dan ;alan 1,ngkungan/milik swasta 

16 Sudut Pandang Rektame adalah jumlah arah panda;ig rekiame yang dipassng 
pada'suatu rnik lckasi rel<Jame dengan bentuk tertentu. 

17. Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang m~.mpooyai naa, 
strategis tertinggi dalam pemasangan reklame. 

18. Central Business Distric/Pusat Kola adafa.h suatu kawasan yar.9 !erletak dalam 
lbukota Kabupaten dan Ke-amatan yang didalamnya terdapat berbagai jenis 
kegiatan perekonomian seperti pasar, perkat,to<an atau perdagangan dan jasa 
yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reJ<lame. 

19. Busines Oistric adalah suatu kawasan yang didalerrmye terdapat .satu Joen&S 
keg,atan seperti psrxantoran, perdagar.gan dan fasa atau pasar saja yang 
dipandang rnempunyai nilai slrategis ketiga dalam pemasangan reklame. 

20. Kawasan lndustti/Perumahan, l«.'Wasan Campuran dan Zona lndustri adafah 
suatu kawasan industri/perumahan, kawasan campuran (industri, perumahan, 
perdagangan dan perkaruorao). serta zona industri yang dipandang mempur.ya, 
nila, strate-gis keempat daiarn ;:,emasangan reklame. 

21 Kawasar. Terbuka adalah suatu kawasan selain dari pada terseout pada angka 
10 sampai dengan 13. yang d1pandar.;i mempunyai nila1 str,ategis kelima da!am 
pernasangan reklarne. 

22. Oamija Toi adalah Dacrah Milik Jatan Toi sesuai de<lgan oeraturan perundang 
undangan yang bertaku. 

23 Dawasja Toi adalah Daerah Pengawasan Jalan Toi dengan radius 100 
Meter dari Damija, terrnasuk lcl<asi yang berjarak 100 Meter dari pinlu 101. 

24. Jembatan penyeberangan ada!ah jembatan pe<1yeberangan untuk p'lj<, m kaki 
dan atau keridaraan yang melintas jalan tot, jalan negara, jalan propinsi dan jaran 
kabupaten/1ingkungan. 

25. Jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun atas swadaya 
masyaral<aVpangembar,g yang k=udian menjadi a..i pemerintah daerah. 



26 Re~-e E::!xJard adaiah ~eJ<Jame ~ang erse enggarakan dengan rr:engg .... na-c:ar, 
Dahan 11..a,'\,I oiaSf"" fiore grass plast1k kaca. batu, fog.am atau bahan laill ya~ 

se;en sn,a e pasar.g pada ternpat yang dised,akan {berdiri sendi:i) atau dengan 
cara d1gas.:t.ng atau d,iempelkan pada benda lain. 

27 Reklame Billboard Sinar adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, tJatu, logam atau 
bahan lain yang sejenisnya, serta peny,nar atau alat lain yang bersinar yang 
dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau denga" cara 
digantung atau ditampelkan pada benda lain. 

28. Rekiame Papan Merak adalah reldame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan papan. 

29. Reklama Neonsign/Neonbox adalah reklame yang diselanggarakon dengan 
menggunakan bahan plastik. rjber dan lampu neon. 

30. Reklame Tin Plate ada;Jah reklame yang diselenggara~.an dengan mengg<lnakan 
bahan alumunium, seng, plat bess dan sejemsnya 

31. Reklame Baligo adatan reklame yang diselenggarakan ter'buat dan papan, kain, 
triplak, stereotorrn, bisa berupa lukisan yang bers~at tidak permanen . 

32. Reklame Megatron/Vi:leotron/Large Electronic Display {LED)/Dynamic \Vall 
adalah rekfame yang menggunakan layar monitor besar berupa prog-am rek'Mie 
atau iklan bersinar d9ngan gambar dan at~u tulisan be<wama yang oapat 
berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

33. Reklame Ka,n adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 

34. Reklame MelekaVPosler adalah reklame yang berbentuk tulisan gamllar dengan 
pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuan luasannya sesua, 
dongan ukuran tulisan gambar dengan pewsrna dimaksud, oan rek"3me 
melekallposter yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan ce:,gan cara 
disebarkan. diberikan atau dapat diminta untuk dttempelkan, dilel«)t'<;!n, 
digantung, atau dipasang pada benda lain dengan yang ketentuan luasnya tidak 
lebih dari 200 cm' per lembar 

35. Reklame Selebaian adalah reklame yang berbentuk lambaran lepas. yang 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan 
ketentuan lidak untuk oitempelkan atau d,;etakan pada benda lain. 

36. Rel<lame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan oada 
kendaraan dengan cara di!ukis. digambar dan atau d~ampel. 

37. Rekiame Udara adaiah reklame yang diselenggarakan diudara dengan 
manggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis. 

38. Reklame Film/slide ada!ah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
m9nggunakan, klise berupa kacalfilm, ataupun bahan lain yang sejenis dengan 
itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer etau benda 
lain di dalam ruangan. 

39. Reklame Peragaan adalah yang diselenggarakan dengan care memperagakan 
suatu barang dengan atau tanpa disertai suara* 



BAB JI 
JENJS OBYEK DAN SUBYEK 

Pasal 2 

(1) Obyek Pajak Reklame aoatah semua Penyelenggaraan Reklame 
(2) Jenis Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayal (I) meliputi: 

a. Reklame Papan/BilboardNideotron/Megatron dan sejenisnya; 
b. Reklame Kainiumbul-umbul; 
c. Reklame Melekat,Stiker; , 
d. Reklame selebaran : 
e. Rsklame Berjalan Termasuk Pada Kendaraan; 
f. Reklame udara : 
g. Reklame Apung , 
h. Reklame Suara : 
i. Reklame Film/slide; dan 
j. Reklame Peragaan. 

40 Surat P~.:ierr.ahuan Pafa~ Oaerah. yang dapat d,s,ngl<at SPTPD,adalah .s<sa! 
yang Ole.., \l','aj,b Pardi< drgunakan untuk melapor1<an perhitungan dan,ratau 
pembayaran Pa)'lk,Objek PaJak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan 
kewaj,ban sesua, dengaan peraru:an perundan9-undan92n pe,pajakan daerah. 

41 Surat Seloran Pajak Oaerah, yar,g selanfutn~a disingl<at SSPD, adalah bukti 
pembayarar. atau penyetoran pajak yang telah dilalaJkan dengan menggunul;an 
fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalUi tsmpat 
pembayaran yang di!unjuk oleh KspaJa Oaerah. 

42 Scrat Ketetapan Pajak Oaerah, yang selanjutnya diseb<Jt SKPD, aclalah s,xat 
ketetapan ;:,ajak yang menentukan besamya jumlah pd<ok pajak yang temJtang. 

43. Surat Ketetapan PaJak Oaearah Kurang Bayar yang selanjutnya <fisingkat 
SKPDKB, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pc,kok 
pajak. jumlah kredil pajak,Jumlah kekurangan pembay.,-- pokok pajak ,besamya 
sanksi administrasi, dan iumtan paiak y,ang masih harus dibayar. 

44. Surat Ketetapan Pajak Oaearah Kurang Bayar Tarnbahan, yang sel311!utnya 
disirlgkat SKPDKBT, adala~. surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 

45 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanju'tnya diseoot SKPDLB. 
adalah surat ketetapan pa;ak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredtt pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau 
seharusnya tida~ terhutang. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dis,ngkat SKPON, adala!) 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya ., 
dengan jumiah keredil pajak atau pajak tioak terhutang dan tidak ada kred~ pa,ak. 

47. Surat Taginan Pajak Oaerah, yang selanjutnya diset:ut STPO, adalah surat untuk 
metakekan taginan paJak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda, 



Wilayah Pemungutan Pajak dt Wilayah Kabupaten Bekasi 
Pas.,I 7 

Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pemungutan pajak 

yang meliputi: 
a. Pendaftaran dan/atau Pendataan ; 
b. Penetapan ; 
c. Pembukuan dan Pelaporan; 
d. Keberatan ; 
e. Penagihan, 
f. Pembetulan, Pengurangan , Perr.batalan, Penetapan. Penghapusan atau 

Pengurangan Sanks, adminstrasi ;dan 

g. Pengembalian kelebihan Pembayaran 

BABIV 
WU.AYAH DAN KEWENANGAN PE."IIUNGUTAN 

Pasal6 

(3) 

BAB Ill 

DASAR PENGENAAN PAJAK 

Pasal5 

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR. ' 
Reklame yang diselenggarak~n oleh pihak ketiga, masa pajak d,sesuail<an 
dengan jangka wakl\J ijin reklame. 
Penggantian teks dan gambar Reklame dalam 1 (satu) masa Paja'< Maka 

dikenakan sebagai objek Pajak yang baru. 

(1) 
(2) 

(1 J Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

dan/atau yang menyelenggarakan Reklame. 
(2) Dalam hai reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga 

merupakan wajib pajak Reklame. 

1 Penye!enggaraan Reklame melalui internet, Telovisi, Radio, Warta h3rian, 
Warta ,n;ngguan. Warta bulanan dan sejeniSt1ya : 

2. Labe! I merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangk.2n yang 
berfungs, untuk membedakan can produk sejenis lainnya ; 

3. Nama pengenal usaha atau profes, yang dipasang melekat pada bangunan 
tempal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ket~t.Jan yang 
mengatur nama pengerial usaha atau profesi te<sebut ; 

4, Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosia! <Ian 
kemasyarakalan yar.g tidak mengandung unsur kom9fsial yang 
diselenggarakan oleh masyarakat ; dan 

5. Reklame yang diselen1garakan oleh kontestan peserta pemilu legislatif, 
pemilu Pres,den dan Pemilu Kepala Oaerah 

Pasal 4 

Pasal 3 



Bagian Kedua 

Penetapan 
Pasal9 

1) Wajib Pajak mengisi SPTPD secara benar, 1alas. lengkap dan drtandatangani 
oten wajib pajak atau kuasanya 

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada aya! (I), disampaikan kepada Organisas, 
Perankat Oaerah (OPO) yang melal<sanakan pemungutan paja~ dae<ah. pal.ng 
Jambat 15 hari Kerja setelah berakhimya masa pajak dangan di•ampiri 
keterangan atau dol:umen yang d~etapkan oleh Organisasi Perangl.at Oaera~ 
(OPD) 

3i Apabila batas waktu penyampa,an SPTPO jatuh pada hari [bur, maka betas 
waktu penyami)a<an SPTPO jatuh pada hari kerja berikutnya. 

4) SPTPD d1anggap tv.lak drsampeika,i, apabia tidak di!andatangani dan atau 
dilampi~ keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. 

5) Pajak yang terutang ditetspkan oleh Bupati atau Pejabat yang dltunjlA< oengan 
mer,ggunakan SKPD atau dckumen Jain yang dipersamakan. 

6) Ketentuan lebih :anjut tentang tata cara penerbrtan SKPO atau dokumen tan 
yang _c:!ipersamakan sebaga1mana dimaksud pada ayat (5), d~etapkan o1e11 
Bupatl melalui Organisasi Perangkat Oaera h (OPO). 

Baglan Ketiga 
K'eberatan 

Pasal 10 

1) Wajib Pajok dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Perangkal 
Oaerah (OPD) yang ditunJuk atas soatu: 

BASV 

TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK REKLAME 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 8 
11 Setiap penyelanggara reklame wajib mendaftarkan untuk menjadi wajib paja'< 

re-klarne 
2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sebagaomana 

berikut: 
a Penyelenggara/Penanggung jawab atau kuasanya me~aiukan 

psrmononan kepada Organisasi Petangkat Oaerah (OPO) sebagai wajtb 
pajak reklame 

b. Permohonan yang telah dilengkapi dengan data pendllkung,Selanjutnya 
Organisasi Perangkat Oaerah (OPD) menerbitkan : 

a) Surat Pengukuhan sebaga, wajib paja~ reklame 
b) Kartu NPWPO 
c) SKPO 



Bagian Kelima 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 
Penqhapusan atau Pengurangan Sanksi Achlinistra.si 

Pasal12 

1) Bupati atau Pejabat yang drt'clnJui< karana jabatan atau atas permooonan Wsjib 
Pajak dapat membe!ulkan SKPD atau SKPKB, SKPDKBT atau STPO, SKPDN 
atau SKf'DLB yang da!am penerbitanya terdapat kasalahan Mis, kesalahan 

8) 

7) 

6) 

5) 

4) 

3) 

2) 

1) 

Pengajuan Keberata!'l sebagalmana dunaksud ayat (1) haN~ memenuhi 
ketentuan dan persyaratan seba3aimana Per2turan Perpajal<an yang berlaku. 

Bagian Keempat 
Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak 

Pasal 11 

Pembayaran pajak reklame terutang dilakukan setelah d~e!apkan pajak deogan 
menggunal<an Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari lillur, maka batas waktu 
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. 
Pembayaran ;,ajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1~ dilakukan melalui 
bendahara penerima Pendapatan Daeran yang dftunjuk atau Bank BJB (Bank 
Jabar Banten) 
Surat Ketetapan Pajak Oaerah (SKPDJ yang telah diterbftkan oleh Organisasi 
Perangkat Oaerah (OPOJ, merui:,akan Pajak terhutar,g yang wajib dillayar o!eh 
wa1ib pajak. 
Pembayaran pajak me!al•Ji bendahara penetimaan. wajib pajak akln lang;,.,ng 
da.oat menerima SSPO yang sudah d,validas, 
Pembayaran Pajak mela!ui Bank, tanda bukti pembayaranfslip setoran dari 
Bank merupakan easar penerbi&an Surat Setoran Pajak Oaetah (SSPO) Y""ll 
telah divai<dasi. 
Apabila pembayaran pa1ak terhutang dilakukan setelah jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud ayat (1 ), d,kenakan sanksi denda ketel'lambatan 
pembayaran sebesar 2% pei'bulan dari pajak terutang. 
Penagihan Pa1ak terutang yang telah lewat jatuh tempo dilal<ukan dengan 
menggunakan $;.,rat l'agihan Pajak Daerah (STPO), Bupati melalu, Organisasi 
Perangkat Oaerah (OPO) Oapat menerbftkan apatiila : 

a) Pajak dalam Tahli'l beqalan tidal< atau l<urang bayar; 
b) Dari hasil penelitian SPTPO terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau sa!ah h~ung; 
c) Wajib Pajak dikenakan sanksi admirustrasi berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan dihrtung sejak pajak terutang dan ditagih dengan 
menggunakan STPD. 
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Penga.Nasan dan pe:.gendalian pelaksanaan Pajak dilaku'= oleh Orgar,,sas, 

Perangkat Oaerah (OPOl dengan Organisasi Perangkat Oarah (OPDJ 1,,.;,.art 

lair.nya sesuai dengan tugas pokok dan bidang kewenangannya. 

~"""1 aat\'alau kekel,rua'l dalern penerapan pera.-uran perundang-<Jndar~an 
pe,pa;a...an cloe,ah 

2) Bupab atau Organisasi Perangkat Oaeral1 (OPD) cfapat: 
a. Mengurangkan alau meng,'lapuskan sanksi administrasi berup2 bu,,ga, 

denda, dan kenakan pajak y&flg terut.ang menun.: ,:,eraturan perundang 
undangan perpajakan Oaerah, dalam ha! sanks1 tersebut dikena!<an ka;ena 
kehilafan Wajib Pajak atav bukan karena kesalahannya; 

b. Mengurangkan atau membs!all<an SKPD atau SKPDKB.SKPDKBT atau 
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar. 

3) Tata cara pengurangan atau penghapcsan sanksi adrnsustras! dan peogurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan Ketentuan can Peraturan Perpajakan yang berlaku, ditatapaxan ofeh 
Bupati melalu• Organi~asi Per2ngkat Oaerah. 
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1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarl<an surat keputusan keberatan. dan 
putusan banding, waji!:> Pajak dapat mengajukan pem,ohonan ;,engembaltan 
kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Oaerah. 

2) Torhadap kelebihan pemt.ayaran paJak sooagaima~a d'unsksud pada ay,ot (') 
1idak dilakukan pemeril<saan kepaca Wajb Pajak. 

3) Berdasarkan perrnohollan pengembai,an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau bsrdasarxan keputusan keberatan salina1 putusan banding dari Pangadilan 
PaJak, Bupati melalui Organisasi Perangkat Oaearah (CPD) menetbitkar, SKPOLB 
dengan d~ambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perse •. , sebuian untuk jangl<a 
waktu paling lama 24 butan yang dihitung sejak bulan pe1unasan yang 
menyebabkan terdapatnya keleb1han pembayaran, sampai :!engan oiterbill<annya 

SKPDLB. 
4) Keleb1han pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dapat 

dikompesasikan dengan jenis Pajak yang sama, atau langsung diperhijungkan 
untuk melunasi utang pajak daerah lsirinya. 

5) Tata cara Pengembalian kelebthan pembayaran Pajak berilcut imbalan 
sebagaimana dimaksud dafa,r. Pasal 13 sesuai dengan Ketentuan clan Paraturan 
Perpajakan yang berlaku .. ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat 
Oaerah (OPD) 
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Dltetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal es D.,._ 2015 

.,.'I t'I· BUPATI BEKASI ,(, 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dnmdanqkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ~ngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempaiannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Bekasi. 
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